BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : €03 /49 TAMuN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa dalam  rangka  efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan
mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo;

bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor
180/1522/VIII/2019 tanggal S Agustus 2019 tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo,
sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5039);

13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

15.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20195
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

22 .Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

23 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

24 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Bidang Pariwisata (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat = Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 917);

26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar,
Prosedur, dan  Kriteria Pelayanan  Perizinan
Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

27 .Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kreteria Perubahan
Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan
[zin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);

28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 896);

29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 897);




30.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 937);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 280);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di1 Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);

34 .Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 233);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
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37.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2014 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 208);

38.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

39.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 250);

40.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 692);

41.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Perhubungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 271);

42.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 284);

43.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);

44 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2020
tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 44);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dijadikan pedoman dalam rangka
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU meliputi jenis perizinan dan nonperizinan yang
dilaksanakan secara online melalui spion.sukoharjokab.
go.id dan melalui oss.go.id sebagai berikut:

[. Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan
secara online melalui spion.sukoharjokab. go.id,
meliputi:

A. Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pekerjaan
Umum:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin layak huni bangunan rumah susun,
3. Izin reklame;
4. Surat keterangan kesesuaian tata ruang; dan
5. Persetujuan perubahan penggunaan tanah.

B. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian:
1. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek;
2. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak
dalam trayek;
3. surat izin wusaha perdagangan minuman
beralkohol;
. izin dokter hewan praktik;
. izin usaha rumah potong hewan;
. izin usaha tenaga kesehatan hewan bukan
dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
7. izin tenaga kesehatan hewan warga negara
asing;
8. izin usaha alat dan mesin peternakan;
0. izin usaha alat dan mesin kesehatan hewan;
10. izin usaha jasa medik veteriner; dan
11. izin usaha peredaran obat hewan.
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C. Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan
Budaya:

1. Surat izin praktik dokter umum,
2. Surat izin praktik dokter spesialis;




o AW

22.

23.

24.
29.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.

39.
36.
37.
38.

39.
40.

Surat izin praktik dokter gigl;

Surat izin praktik dokter gigi spesialis;

Surat izin praktik apoteker (SIPA);

Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian
(SIPTTK);

Surat izin praktik perawat (SIPP);

Surat izin praktik terapis gigi dan mulut;

Surat izin praktik penata anastesi;

. Surat izin praktik bidan;

. Surat izin praktik fisioterapis;

. Surat izin praktik refraksionis optisien (RO);
. Surat izin praktik optomentris;

. Surat izin praktik terapis wicara;

. Surat izin praktik okupasi terapis;

. Surat izin praktik radiografer;

_Surat izin praktik akupunturis;

. Surat izin praktik teknisi gigi;

_Surat izin praktik tenaga gizi;

. Surat izin praktik dokter peserta internsip;
_Surat izin praktik dokter/dokter gigi peserta

program  pendidikan dokter/dokter  gigi
spesialis (PPDS/PPDGS);

Surat izin praktik dokter peserta prograim
dokter dengan kewenangan tambahan;

Surat izin praktik dokter gigi peserta program
dokter gigi dengan kewenangan tambahan;

Surat izin praktik ortotis prostetis;

Surat izin praktik dietisien;

Surat izin praktik promosi kesehatan;

Surat izin praktik elektromedis;

Surat izin praktik pikologiklinis;

Surat izin epidemiolog kesehatan;

Surat izin praktik tenaga promosi kesehatan
dan ilmu perilaku;

Surat izin praktik pembimbing kesehatan
kerja;

Surat izin praktik adminkes;

Surat 1Z1n praktik biostatistik dan
kependudukan,;

Surat izin praktik kesehatan reproduksi dan
keluarga;

Surat izin praktik tenaga sanitasi lingkungan;
Surat izin praktik entomolog kesehatan;
Surat izin praktik mikrobiolog kesehatan;
Surat izin praktik rekam medis dan infokes;

Surat izin praktik teknis cardiofaskuler;
Surat izin praktik teknisi pelayanan darah;




41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.

Surat izin praktik audiologis;

Surat izin praktik ahli teknologi laboratorium
medis;

Surat izin praktik fisikawan medis;

Surat izin praktik radio terapis;

Surat izin praktik tenaga  kesehatan
tradisional;

Surat keterangan penelitian (SKP);

Izin praktik kerja lapangan (PKL); dan

Izin kuliah kerja nyata (KKN).

[I. Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan
secara online melalui oss.go.id, meliputi:
A. Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pekerjaan
Umum:

1.
2.

o kW

~

Izin Pembuangan Air Limbah;

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;

[zin Lingkungan,;

Izin Lokasi;

Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu
Lintas.

B. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian:

NO R W=

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Tanda Daftar Gudang (TDG):

[zin Usaha Industri (IUI);

[zin Usaha Peternakan;

Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW); dan
Pendaftaran Usaha Peternakan.

C. Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan

Budaya:

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

2. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;

3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas

O X NOO B

11.

12.

D, dan Kelas D Pratama;
[zin Apotek;
[zin Toko Obat;

Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;
1zin Toko Alat Kesehatan;

[zin Operasional Klinik;
Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas
D, dan Kelas D Pratama;

.1zin Operasional Laboratorium Klintk Umum

Pratama;

lzin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan
Binatang Pembawa Penyakit;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
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13. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak
Nonformal;

14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

15. Sertifikat Usaha Pariwisata;

16.Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta;

17. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja
Rumah Tangga;

18. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan

19.1zin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh.

Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Nomor 180/1522/VIII/2019 tanggal S5
Agustus 2019 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati 1ni mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal R 7 AbucTus 2020

BUPATI SUKOHARJO,

/ WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth :

1. Sekretaris

Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten

Pembangunan

Daerah Kabupaten
Perekonomian dan
Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur
Sukoharjo;

Kabupaten Sukoharjo di




